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Prakata

ukum adat lahir dan tumbuh dari praktik turun-temurun yang dipe-
H gang teguh oleh masyarakat setempat; dari ujung Sabang hingga
Merauke. Kehadirannya tidak hanya menjadi cerminan dari kebiasaan
hidup, tetapi juga sebuah panduan moral yang diyakini mampu memberi-
kan arahan dalam berperilaku bagi masyarakat. Kebiasaan yang dianggap
memiliki nilai-nilai kebaikan dan kesusilaan telah melahirkan sistem hukum
yang hidup dan terus berkembang.

Hukum suatu bangsa bukan hanya seperangkat aturan yang mengatur
kehidupan masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan budaya
yang melekat dalam masyarakat tersebut. Hal ini terutama terlihat dalam
konteks hukum adat yang menjadi cerminan dari kebudayaan suatu bangsa.
Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap hukum adat merupakan
langkah penting dalam memahami keberagaman budaya yang ada di
dalamnya. Dengan memahami hukum adat secara menyeluruh, kekayaan
budaya akan lebih bisa digali secara lebih dalam.

Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah mengalami masa penjajahan
oleh Belanda yang pada masa itu membawa serta menerapkan sistem
hukum tertulis yang terkodifikasi. Namun sebelum kedatangan Belanda,
masyarakat Indonesia hidup dalam beragam komunitas dengan hukum
adat masing-masing. Meskipun tidak terdokumentasikan secara tertulis,
hukum adat ini memiliki kekuatan yang kuat dalam mengatur kehidupan



masyarakat di berbagai daerah dan dipatuhi secara turun-temurun dari
generasi ke generasi. Hukum adat menjadi landasan utama dalam menja-
lankan kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman yang mengikat dalam
berperilaku dan berinteraksi di tengah masyarakat.

Dalam konteks modern, hukum adat tetap memegang peranan penting
dalam masyarakat Indonesia. Bahkan, di beberapa daerah hukum adat
sering kali lebih dihormati dan dipatuhi daripada hukum yang dibuat secara
tertulis. Dalam perjalanan ini, dapat ditelusuri peran dan implikasi hukum
adat dalam konteks hukum modern yang semakin kompleks serta upaya-
upaya untuk memahami dan memperbarui relevansinya dalam dinamika
sosial dan politik saat ini.

Dengan demikian, buku ini bukan sekadar pengantar; tetapi juga
sebuah jendela yang mengungkapkan kekayaan budaya dan hukum yang
telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia. Semoga buku
ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi para pembaca,
dan mampu membantu memahami serta menghargai warisan hukum dan
budaya yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang selama berabad-abad.
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BAB 1

Konsep Dasar Hukum Adat

Pengertian dan Istilah Adat

Asal-usul kata “adat” telah menjadi subjek perdebatan yang menarik di
kalangan para ahli. Sebagian ahli berpendapat bahwa “adat” berasal dari
bahasa Arab yang artinya mirip dengan ‘kebiasaan’ Adapun pendapat lain
yang dijelaskan oleh Amura bahwa “adat” berasal dari bahasa Sansekerta.

Menurut Amura, istilah ini telah digunakan oleh masyarakat
Minangkabau sekitar 2000 tahun yang lalu. Lebih lanjut, “adat” berasal dari
dua kata yakni “a” yang berarti ‘tidak’; dan juga “dato” yang merujuk pada
sesuatu yang bersifat kebendaan. Pandangan ini memberikan gambaran
yang berbeda tentang asal-usul “adat”, dan menyoroti keragaman dalam
interpretasi linguistik serta sejarah budaya. Dengan demikian, debat ini
hendaknya mampu memperkaya pemahaman tentang warisan linguistik
dan budaya di wilayah-wilayah khusus seperti Minangkabau (Hadikusuma,
2002: 14).

Beberapa istilah adat telah banyak dikemukakan dan ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam adat pernikahan terdapat
beberapa istilah yang biasa digunakan.

1. Nontoni
Nontoni merupakan prosesi yang kaya akan makna dan kearifan
lokal, khususnya dalam konteks masyarakat Jawa. Sebelum prosesi
perkawinan dimulai secara resmi, masyarakat Jawa memegang teguh



nontoni sebagai langkah awal yang sangat penting.
Ini adalah momen ketika perwakilan dari keluarga
calon mempelai pria, yang sering disebut sebagai
congkok atau wakil melakukan kunjungan ke rumah
calon mempelai wanita. Tujuannya adalah menga-
mati langsung keadaan keluarga dan wanita yang akan
dipersunting.

Dalam proses ini, seorang congkok tidak hanya
sekadar melihat secara fisik atau materi; tetapi juga
menilai karakter, sikap, dan nilai-nilai yang diyakini
penting dalam membentuk keluarga yang harmonis.
Hal ini merupakan bagian dari apa yang sering disebut
sebagai dom sumurup ing banyu, yang artinya ‘melihat
dari dekat di tepi sumur’

Jika hasil nontoni memuaskan calon mempe-
lai pria, maka langkah selanjutnya adalah melaku-
kan musyawarah internal di antara dua keluarga.
Musyawarah ini tidak hanya membahas prosesi
lamaran, tetapi juga membicarakan tahapan-tahapan
selanjutnya menuju pernikahan. Musyawarah dilaku-
kan untuk memastikan bahwa kedua keluarga yang
akan menyatukan diri melalui pernikahan memiliki
pemahaman yang sama tentang tata cara, nilai-nilai,
dan harapan-harapan di masa mendatang.

Nontoni pada dasarnya memiliki makna yang
lebih mendalam, di mana kedua calon mempelai
pertama kali bertemu secara resmi. Meskipun mung-
kin telah ada interaksi sebelumnya, baik secara lang-
sung maupun tidak langsung, nontoni menjadi kesem-
patan bagi mereka untuk saling mengenal lebih dalam.
Ini adalah langkah awal dalam perjalanan panjang
menuju pernikahan yang bahagia dan harmonis.

Meskipun prosesi nontoni masih dipertahankan
dalam beberapa masyarakat Jawa, kenyataannya prak-
tik ini lebih umum dilakukan di masa lampau. Di
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BAB I

Sifat, Persekutuan, dan Delik Adat

Sifat Hukum Adat

Menurut Mohammad Koesnoe, hukum adat memiliki tiga sifat utama.
Pertama, hukum adat bersifat tradisional. Ini berarti setiap ketentuan
atau aturan dalam hukum adat selalu berhubungan dengan masa lampau,
diteruskan, dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Sifat tradisional
ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya merupakan produk dari
sejarah dan tradisi lisan yang telah lama berlangsung, tetapi juga merupakan
bagian integral dari warisan budaya masyarakat tertentu. Para ahli adat
sering kali menghubungkan setiap ketentuan hukum adat dengan cerita
atau dongeng dari masa lampau sebagai landasan atau justifikasi untuk
suatu aturan.

Dalam konteks ini, sifat tradisional hukum adat mencerminkan keber-
lanjutan nilai-nilai dan norma-norma yang dihormati oleh masyarakat.
Hukum adat tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga
mengikat generasi baru dalam sistem nilai dan aturan yang telah diakui
secara turun-temurun. Dengan demikian, sifat tradisional hukum adat
memberikan kestabilan dan kontinuitas dalam kehidupan sosial masyarakat
adat sekaligus memperkuat identitas budaya yang ada. Penghargaan terha-
dap tradisi dan warisan leluhur melalui hukum adat juga menjadi cara bagi
masyarakat adat untuk mempertahankan kohesi sosial dan membangun
keterkaitan antargenerasi.
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Kedua, hukum adat bersifat keramat karena melibat-
kan unsur-unsur kepercayaan yang dianggap sakral atau
suci dalam budaya masyarakat tertentu. Unsur-unsur kera-
mat ini memegang peranan penting dalam pembentukan
ketentuan hukum adat. Sifat keramat dalam hukum adat
menekankan keberadaan wibawa atau otoritas tertentu
yang harus dihormati oleh masyarakat. Ini dapat berupa
tokoh adat, peraturan tradisional, atau ritual keagamaan
yang diyakini memiliki kekuatan atau pengaruh spiritual.
Ketika sebuah aturan atau ketentuan hukum adat dianggap
keramat maka aturan bukan semata-mata berdasarkan
keteraturan sosial atau kebiasaan, tetapi dianggap memiliki
kekuatan metafisik atau rohani yang harus dihormati dan
diikuti.

Dalam konteks masyarakat yang memegang teguh
hukum adat, sifat keramat memberikan legitimasi moral
dan spiritual terhadap aturan-aturan. Penghormatan terha-
dap sifat keramat dalam hukum adat juga berdampak pada
kohesi sosial dan solidaritas antaranggota masyarakat adat.
Ketika masyarakat menghormati dan mematuhi ketentuan
yang dianggap keramat maka akan memperkuat identitas
budaya dan nilai-nilai kolektif dalam komunitas.

Sifat keramat dalam hukum adat juga dapat menjadi
subjek kontroversi atau ketegangan, terutama ketika nilai-
nilai atau praktik yang dianggap keramat bertentangan
dengan prinsip-prinsip hukum nasional atau hak asasi
manusia yang universal. Oleh karena itu, pengakuan
terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum
nasional harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan,
keberagaman, dan hak-hak individu yang dijamin oleh
konstitusi negara.

Ketiga, hukum adat bersifat dinamis yang mengacu
pada kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dan
berkembang seiring perubahan masyarakat. Namun bukan
berarti sifat dinamis membuat hukum adat berkembang
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BAB Il

Pembentukan Hukum Adat

Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat adalah salah satu bentuk aturan kehidupan manusia yang
tumbuh dan berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Hukum adat
terbentuk sejak awal kehidupan manusia di bumi. Mereka kemudian mulai
mengembangkan aturan-aturan informal untuk mengatur kehidupan
sehari-hari. Awalnya, aturan-aturan yang ada mungkin hanya berlaku di
dalam lingkup keluarga atau kelompok kecil. Namun kemudian, aturan-
aturan ini berkembang menjadi norma-norma yang dihormati oleh seluruh
masyarakat.

Adat atau kebiasaan suatu kelompok menjadi “hukum adat” ketika telah
diterima secara luas oleh anggota masyarakat dan dianggap sebagai standar
perilaku yang seharusnya diikuti oleh semua. Konsep hukum adat berbeda
dengan hukum formal yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif
karena hukum adat bersifat organik dan tumbuh dari bawah didasarkan
pada pengalaman hidup dan kearifan lokal.

Hukum adat dapat berbeda-beda antarmasyarakat, tergantung nilai-
nilai, kepercayaan, dan tradisi yang berkembang di dalamnya. Bagi banyak
masyarakat tradisional, hukum adat tidak hanya menjadi landasan hukum,
tetapi juga simbol identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke gene-
rasi. Pengakuan dan penerapan hukum adat sering kali menjadi cermin dari
kedalaman dan kekayaan kehidupan sosial suatu masyarakat.
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Peran hukum adat dalam masyarakat modern sering
kali menghadapi tantangan. Di era globalisasi dan peru-
bahan sosial yang cepat, beberapa praktik hukum adat
bisa bertentangan dengan hukum nasional atau hak asasi
manusia universal. Ini mengakibatkan perdebatan tentang
bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat
dengan kerangka hukum modern yang lebih universal
dan menyeluruh.

Dalam beberapa kasus, pengakuan terhadap hukum
adat diakui secara resmi oleh negara untuk memasti-
kan keberlanjutan dan keadilan bagi masyarakat adat.
Pendekatan seperti ini mencoba untuk menghormati dan
melindungi keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal tanpa
mengorbankan prinsip-prinsip universal tentang hak asasi
manusia dan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk terus
berdiskusi dan mempertimbangkan peran serta nilai-nilai
hukum adat dalam konteks masyarakat yang terus berubah.

Menurut Soerjono Soekanto, proses terbentuknya
hukum adat dapat dipahami melalui dua aspek, yaitu aspek
sosiologi dan aspek yuridis.

Dalam aspek sosiologi, Soekanto menekankan bahwa
manusia merupakan makhluk sosial yang secara nalu-
riah membutuhkan interaksi dengan sesama manusia.
Dari interaksi ini, manusia memperoleh pengalaman yang
membentuk sistem nilai dalam kehidupannya. Melalui
proses interaksi dan pengalaman bersama, manusia dapat
mengidentifikasi apa yang dianggap baik dan buruk
dalam perilaku serta hubungan sosial. Dengan demikian,
sistem nilai menjadi dasar bagi terbentuknya kebiasaan
dan norma-norma yang kemudian menjadi bagian dari
hukum adat.

Kemudian dalam aspek yuridis, Soekanto menyoroti
tingkat sanksi yang terkait dengan kepatuhan terhadap
kebiasaan dan norma dalam masyarakat. Ia menunjukkan
bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang
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BAB IV

Masyarakat Hukum Adat

alam buku De Commune Trek in Het Indonesisch Rechtsleven karya
Frederick David H., terdapat empat sifat umum yang melekat pada

masyarakat adat. Pertama, bersifat magis. Kedua, bersifat religius. Ketiga,
bersifat komunal. Keempat, bersifat kontan.

1.

Sifat magis.

Sifat magis religius dalam konteks ini merujuk pada pola pikir masya-
rakat yang didasarkan pada keyakinan akan keberadaan sesuatu yang
bersifat sakral. Sebelum masyarakat terpengaruh oleh sistem hukum
agama yang formal, religiusitas ini tecermin dalam cara berpikir yang
lebih bersifat folktrologi, animisme, dan kepercayaan pada alam gaib.
Masyarakat diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia
nyata dan dunia gaib, memperhatikan harmoni di antara keduanya.
Ketika masyarakat mulai mengenal sistem hukum agama, perasaan
religiusitas mereka mengalami transformasi menjadi kepercayaan
kepada Tuhan, yang menjadi pusat dari kepercayaan dan pengabdian.
Keyakinan ini mengajarkan bahwa setiap tindakan selalu mendapatkan
balasan atau hukuman dari Tuhan sesuai dengan tingkat kebaikan atau
kejahatannya. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa ada kekuatan
ilahi yang mengatur dan menegakkan keadilan di alam semesta, dan
bahwa kehidupan manusia terkait erat dengan dimensi spiritual yang
lebih tinggi.
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2.

Sifat komunal.

Masyarakat adat dalam konteks sifat komunal melahir-
kan asumsi bahwa setiap individu merupakan bagian
dari keseluruhan masyarakat. Dipercayai bahwa kepen-
tingan individu haruslah disesuaikan dengan kepen-
tingan kolektif masyarakat sebab tidak ada individu
yang bisa dilepaskan dari konteks sosialnya. Konsep
ini menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama
di antara anggota masyarakat serta pengakuan akan
ketergantungan satu sama lain. Hal ini mencermin-
kan pandangan bahwa keberhasilan atau kebahagi-
aan individu tidak dapat dicapai secara terpisah dari
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan
demikian, dalam kehidupan sehari-hari, masyara-
kat adat cenderung memprioritaskan kebutuhan dan
kepentingan bersama daripada kepentingan individu.

Sifat konkret.

Sifat konkret dalam konteks masyarakat adat diartikan
sebagai pola yang jelas atau nyata. Hal ini menunjuk-
kan bahwa setiap hubungan hukum yang terbentuk
dalam masyarakat tidaklah tersembunyi atau samar.
Artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam masya-
rakat, terutama dalam konteks hukum dan peraturan
memiliki bentuk yang konkret dan terlihat dengan
jelas. Hal ini mencerminkan transparansi dan kete-
gasan dalam norma-norma dan aturan yang berlaku
di dalam masyarakat adat. Ketika tindakan atau perbu-
atan dilakukan, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial,
maupun keagamaan maka konsekuensinya akan dapat
diamati dan dipahami oleh seluruh anggota masyara-
kat. Dengan demikian, sifat konkret ini memberikan
dasar yang kuat untuk keadilan dan penegakan hukum
di dalam masyarakat adat karena segala sesuatu dapat
dievaluasi secara objektif berdasarkan bukti-bukti yang
jelas dan nyata.
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BAB V

Hukum Adat di Indonesia

Masyarakat hukum adat yang sering disebut masyarakat tradisional
atau the indigenous people, dikenal secara luas dalam kehidupan
sehari-hari dengan istilah “masyarakat adat” Masyarakat hukum adat
merujuk pada kelompok yang muncul secara alami di wilayah tertentu
tanpa ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa atau otoritas lainnya.
Keberadaan masyarakat hukum adat ditandai oleh rasa solidaritas yang
kuat di antara para anggotanya, yang sering kali memiliki ikatan budaya,
sejarah, dan kepercayaan.

Salah satu ciri khas masyarakat hukum adat adalah penggunaan
wilayahnya sebagai sumber kekayaan. Ini mencakup sumber daya alam
seperti tanah, hutan, sungai, dan lain-lain yang menjadi bagian integral dari
kehidupan dan keberlangsungan masyarakat hukum adat. Pemanfaatan
sumber daya alam ini sering kali diatur oleh norma-norma adat dan tradisi
turun-temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat.

Pentingnya pengakuan dan pelindungan terhadap masyarakat hukum
adat tidak bisa diabaikan. Mereka sering kali menjadi penjaga lingkungan
alam dan keseimbangan ekologi di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu,
keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian yang penting dari
keragaman budaya dan kekayaan warisan lokal di Indonesia. Oleh karena
itu, penghormatan terhadap hak-hak seperti hak atas tanah dan sumber
daya alam, serta pelindungan terhadap kebudayaan dan tradisi merupakan
langkah yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan dan keber-
lanjutan masyarakat hukum adat.
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Masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia,
seperti desa di Jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di
Minangkabau, kuria di Tapanuli, dan wanua di Sulawesi
Selatan merupakan kesatuan-kelengkapan kemasyarakatan
yang memiliki struktur dan organisasi yang memadai untuk
dapat berdiri sendiri. Masing-masing entitas ini memiliki
karakteristik unik yang mencerminkan kekayaan budaya
dan tradisi lokal.

Salah satu ciri khas dari masyarakat hukum adat adalah
adanya kesatuan hukum, di mana norma-norma adat dan
tradisi turun-temurun menjadi landasan bagi aturan-
aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Selain itu,
terdapat pula kesatuan penguasa yang sering kali diwakili
oleh pemimpin adat atau tokoh-tokoh yang dihormati
dalam komunitas. Pemimpin bertanggung jawab menjaga
ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat serta
memastikan kepentingan bersama.

Aspek lingkungan hidup juga menjadi fokus utama
dalam masyarakat hukum adat. Mereka memiliki hak
bersama atas tanah dan air, yang dikelola secara kolektif
untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Prinsip
kesetaraan juga diakui dalam masyarakat ini, di mana
semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban
yang sama.

Kehidupan masyarakat hukum adat secara umum
bercirikan komunalisme, di mana gotong royong,
tolong-menolong, serta rasa saling memiliki dan berbagi
menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Kesejahteraan
bersama diprioritaskan di atas kepentingan individu, dan
setiap anggota masyarakat memiliki peran yang signifikan
dalam menjaga keharmonisan dan kemakmuran bersama
(Aprilianti dan Kasmawati, 2022: 29).
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BAB VI

Perkembangan Hukum Adat

ukum adat yang bersifat tidak tertulis dan juga majemuk antara ling-

kungan mayarakat yang satu dan lainnya menjadi sebuah domain
yang perlu dikaji perkembangannya secara terus-menerus. Istilah yang
digunakan untuk merujuk pada hukum lokal ini bervariasi, seperti hukum
tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan hukum adat.

Perkembangan hukum adat dalam masyarakat sangatlah bergantung
pada sejumlah faktor, termasuk kesadaran akan keberadaannya, paradigma
hukum yang berlaku, politik hukum yang berjalan, dan pemahaman dari
para pengembangnya; baik politisi, hakim, pengacara, birokrat, maupun
masyarakat itu sendiri. Hukum adat tidak hanya merupakan seperangkat
aturan, tetapi juga sebuah proses yang terus berubah sesuai dinamika
masyarakat. Oleh karena itu, implementasi dan keberlakuan hukum adat
sangatlah bergantung pada akar dan konteks sosial di dalam masyarakat
yang mengakarinya.

Bagi para penganut paham etatis yang menegaskan bahwa negara
adalah satu-satunya sumber sentral dari produksi hukum maka segala
bentuk hukum di luar kendali negara tidak diakui atau dianggap sah.
Paham ini menganut sentralisme hukum yang kuat dan dipengaruhi oleh
positivisme hukum serta teori hukum murni. Dalam kerangka ini, hukum
dilihat sebagai sesuatu yang berasal dan diproduksi secara terpusat oleh
negara, termasuk oleh organ-organ negara di bawahnya.
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Pendekatan sentralisme hukum ini menempatkan
negara sebagai satu-satunya entitas yang memiliki keku-
asaan mutlak dalam penetapan dan pelaksanaan hukum.
Sebagai konsekuensinya, hukum adat sering kali diabai-
kan atau dianggap tidak relevan karena tidak dihasilkan
oleh negara secara langsung. Pandangan ini membuat
hukum adat kesulitan untuk diterapkan atau diakui seba-
gai bagian dari sistem hukum yang berlaku secara resmi
(Simangunsong, 2014: 1).

Sebelum Kemerdekaan

Kebijakan Belanda terhadap Hukum Adat

Kebijakan Belanda terhadap hukum adat di wilayah jajah-
annya memperlihatkan pendekatan yang kompleks dan
strategis dalam mengelola masyarakat pribumi. Prinsip
toleransi terhadap masyarakat lokal dan institusi adat
menjadi salah satu fondasi utama yang digunakan Belanda
untuk mempertahankan kendali kolonial. Sebagai bagian
dari strategi penjajahan, Belanda berusaha untuk mengin-
tegrasikan sistem hukum adat ke dalam administrasi kolo-
nial untuk mencapai kontrol yang lebih efektif. Meskipun
pada masa VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)
telah dimulai kajian terhadap hukum adat, istilah “hukum
adat” atau adatrecht baru secara resmi digunakan pada
tahun 1900 oleh Hurgronje. Istilah ini merujuk pada bera-
gam norma dan praktik adat yang memiliki konsekuensi
hukum di dalam masyarakat pribumi. Pendekatan ini tidak
hanya menunjukkan upaya Belanda untuk memahami
dan memanfaatkan sistem lokal, tetapi juga mencermin-
kan strategi politik yang lebih luas untuk mengooptasi
lembaga-lembaga tradisional guna mendukung kepen-
tingan kolonial.

Perkembangan studi hukum adat selama periode
penjajahan Belanda dapat dipahami melalui tiga periode.
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BAB VII

Penguasaan Hak Atas Tanah

ebagai negara kesatuan yang berakar pada budaya agraris, tanah bukan

hanya menjadi tempat tinggal; melainkan simbol keberlangsungan hidup
dan identitas masyarakat. Namun selama masa pemerintahan Kolonial
Belanda, tanah menjadi objek penjajahan yang memilukan. Masyarakat
Indonesia mengalami pemerasan dan pemusatan tanah yang dilakukan
oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan sendiri. Tindakan tersebut
tidak hanya menciptakan ketidakadilan politik dan hukum, tetapi juga
membawa dampak yang merugikan bagi keberlangsungan ekonomi dan
sosial masyarakat pribumi.

Dalam sistem kolonial Belanda, tanah-tanah yang subur dan strategis
direbut secara paksa dari tangan masyarakat pribumi. Tanah-tanah ini
kemudian dikuasai oleh pemerintah kolonial atau diberikan kepada para
pemukim Belanda atau orang Eropa lainnya. Tindakan ini tidak hanya
menciptakan ketidaksetaraan ekonomi antara pribumi dan penjajah, tetapi
juga merampas hak-hak tradisional masyarakat Indonesia atas tanah yang
mereka warisi dari para leluhur. Hasilnya, banyak petani dan masyarakat
pribumi lainnya terpinggirkan dari tanah-tanah yang sebelumnya menjadi
sumber kehidupannya.

Menurut sejarah, kolonialisme Belanda tidak hanya merampas tanah;
tetapi juga memperkuat struktur politik yang mendukung dominasi Belanda
dan eksploitasi masyarakat pribumi. Sistem hukum yang diterapkan secara
sepihak dan tidak adil membuat masyarakat pribumi sulit untuk melawan
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penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh peme-
rintah kolonial. Ketidaksetaraan hukum ini memperkuat
dominasi Belanda atas sumber daya alam dan ekonomi
Indonesia dengan tujuan memperkaya diri sendiri tanpa
memperhatikan kesejahteraan rakyat yang sebenarnya
merupakan pemilik tanah sejati.

Dengan demikian, kolonialisme Belanda tidak hanya
menciptakan ketidakadilan politik dan ekonomi; tetapi
juga menciptakan konflik sosial yang mendalam di masya-
rakat Indonesia. Masyarakat pribumi terus berjuang untuk
mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber
daya alam lainnya. Sementara pemerintah kolonial terus
memperkuat dominasinya dengan menggunakan keku-
atan politik dan militer. Perlawanan terhadap kolonial-
isme Belanda menjadi bagian integral dari perjuangan
kemerdekaan Indonesia, di mana pemulihan tanah dan
keadilan sosial menjadi salah satu tujuan utama. Tanah
sebagai sumber kehidupan dan identitas menjadi simbol
perjuangan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia dalam
membangun negara yang merdeka dan adil.

TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi tong-
gak penting dalam upaya memberikan penghidupan dan
keadilan agraria bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan
ini ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) dengan tujuan utama mengatur ulang tata kelola
pertanahan dan sumber daya alam secara lebih adil dan
berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini
adalah pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam
pemanfaatan tanah, yang secara historis sering kali diabai-
kan atau dilanggar oleh kebijakan-kebijakan pertanahan
sebelumnya.

Namun meskipun kebijakan ini telah dikeluarkan,
eksistensi pelindungan hak masyarakat adat masih dira-
gukan oleh beberapa pihak. Hal ini bisa disebabkan oleh
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BAB VIl

Hak Ulayat

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Konsep hukum tanah nasional di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam
hukum adat, yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai
daerah sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Hak ulayat meskipun tidak
dijelaskan secara rinci dalam undang-undang pokok agraria, tetapi diakui
sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang dimiliki bersama oleh
warga masyarakat adat tertentu. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap
sistem kepemilikan tanah yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia.

Undang-undang pokok agraria juga menetapkan batasan-batasan
terkait dengan ulayat. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi kepen-
tingan nasional dan negara serta menjaga agar tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, hak
ulayat diakui sebagai bagian integral dari struktur hukum tanah nasional.
Namun harus selaras dengan peraturan yang berlaku secara umum untuk
menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.

Pengakuan terhadap hak ulayat juga menyoroti keragaman budaya dan
hukum di Indonesia. Setiap komunitas adat memiliki sistem pengaturan
dan kepemilikan tanah yang unik, tecermin dalam hak ulayat mereka.
Pengakuan atas hak ulayat menegaskan pentingnya menjaga dan melesta-
rikan tradisi dan nilai-nilai masyarakat adat sambil menyesuaikan perkem-
bangan hukum nasional yang berlaku.
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Dalam praktiknya, pengakuan terhadap hak ulayat
memunculkan tantangan dan diskusi mengenai penga-
turan yang tepat antara hukum adat dan hukum nasional.
Perlu adanya keseimbangan yang baik antara menjaga
keberlanjutan hak-hak adat dengan kebutuhan negara
dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Dengan demikian, hukum tanah nasional terus mengalami
evolusi yang menggabungkan aspek-aspek tradisional dan
modern dalam kerangka hukum yang kokoh.

Di tengah dinamika ini, pelindungan terhadap hak
ulayat menjadi esensial untuk memastikan keberlanjutan
dan keadilan bagi masyarakat adat. Upaya untuk mengin-
tegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional
terus dilakukan demi mempertimbangkan nilai-nilai lokal
sambil memastikan kesesuaian dengan standar dan kebi-
jakan nasional yang lebih luas. Dengan demikian, konsep
hak ulayat dan kerangka hukum tanah nasional menjadi
bagian dari upaya menjaga keragaman budaya dan keadilan
dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Hak ulayat mencakup semua tanah yang terdapat
dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat, baik
yang sudah dimiliki maupun yang belum dimiliki oleh
individu. Subjek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum
adat itu sendiri, yang merupakan persekutuan hukum yang
didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial) atau
keturunan (genealogis). Masyarakat hukum adat dike-
nal dengan berbagai nama khas di daerah-daerah yang
bersangkutan, seperti suku, marga, dati, dusun, nagari,
dan sebagainya.

Dalam konteks hak ulayat, jika ada individu yang secara
tampak merupakan subjek hak ulayat; maka orang tersebut
sebenarnya adalah ketua atau tetua adat yang memperoleh
pelimpahan wewenang dari masyarakat hukum adat sesuai
ketentuan hukum adat yang berlaku. Ketua atau tetua adat
bukanlah subjek hak ulayat secara individual, melainkan
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BAB IX

Kebijakan Publik dan Pelindungan
Masyarakat Adat

ebagai negara yang menganut civil law system, Indonesia mengakui

hierarki perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi; yang
diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam
membaca dan menginterpretasikan sistem hukum Indonesia penting untuk
memulai dari landasan konstitusi tersebut.

Dalam konteks pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dalam
sistem politik dan hukum Indonesia, langkah pertama yang paling mudah
adalah dengan mengkaji pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Konstitusi ini mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi
manusia, struktur pemerintahan, serta landasan bagi penyelenggaraan
kekuasaan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara spesifik mengatur
tentang masyarakat adat secara rinci, tetapi terdapat prinsip-prinsip yang
menjamin pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,
seperti hak atas tanah adat, hak untuk mempertahankan dan mengem-
bangkan budaya serta adat istiadat, dan juga hak untuk terlibat dalam
pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Selanjutnya untuk mengelaborasi lebih lanjut pengaturan masyarakat
adat maka dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait,
seperti undang-undang tentang desa, undang-undang tentang agraria, dan
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peraturan daerah yang mengatur pengakuan dan pelin-
dungan terhadap masyarakat adat.

Dengan demikian, konstitusi menjadi titik awal dalam
memahami dan mengelaborasi pengaturan mengenai eksis-
tensi masyarakat adat dalam sistem politik dan hukum
Indonesia. Berdasarkan hal ini, dapat dilakukan analisis
lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan lain-
nya yang relevan untuk memastikan pengakuan dan pelin-
dungan yang sesuai terhadap hak-hak masyarakat adat.

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak
masyarakat hukum adat di Indonesia memang terdapat
dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta undang-undang dan peraturan perundang-undangan
lainnya. Hal ini menunjukkan pengakuan resmi terhadap
eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam
kerangka hukum negara.

Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat
di Indonesia diterima dalam dua kerangka hukum, yaitu
kerangka hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum
positif. Hukum adat merupakan sistem hukum yang
berbasis pada tradisi, adat istiadat, dan norma-norma
yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun.
Di samping itu, hukum positif atau hukum tertulis meru-
pakan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah
dalam bentuk undang-undang dan peraturan perun-
dang-undangan lainnya.

Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek
hukum memiliki perbedaan dengan subjek hukum lainnya
karena hak-hak dan kewajiban mereka sering kali berakar
pada tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun. Sejak awal,
UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap hak-hak asal-
usul daerah atau hak-hak adat dalam penjelasannya. Hal ini
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BAB X

Implementasi Kebijakan Hukum Adat

Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat
Setelah Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012

Keresahan dan kesulitan yang muncul dalam upaya menjaga hak adat
terobati sebagian dengan adanya mekanisme judicial review. Mahkamah
Konstitusi (MK) hadir sebagai penjaga prinsip-prinsip konstitusional yang
memberikan pelindungan terhadap hak-hak adat masyarakat. Posisi kuat
yang dipegang oleh MK tidak hanya menjadi penghalang terhadap lahir-
nya undang-undang yang dapat melemahkan hak-hak tersebut, tetapi juga
menjadi penegak prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan kekuasaan di
dalam sistem hukum. Salah satu putusan yang sangat berpengaruh dalam
konteks ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
Putusan ini bukan sekadar sebuah keputusan hukum, melainkan sebuah
pelajaran yang bernilai tentang upaya negara dalam melindungi hak-hak
konstitusional setiap warga negara; termasuk hak-hak masyarakat adat.

Lebih dari sekadar aspek hukum, putusan tersebut mencerminkan
komitmen yang dalam terhadap pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM),
terutama dalam konteks hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat
dalam perundang-undangan nasional. Ini menjadi tonggak penting dalam
evolusi sistem hukum Indonesia yang semakin memperkuat prinsip-prin-
sip demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Melalui putusan tersebut, MK
memberikan sinyal yang jelas bahwa hak-hak adat harus dihormati dan
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dilindungi serta bukan hanya sebagai bentuk ketentuan
hukum formal; tetapi juga sebagai prinsip yang menda-
sari kedamaian, keadilan, serta keberlanjutan sosial dan
lingkungan.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 35/PUU-X/2012 bukan hanya sebuah preseden
hukum. Akan tetapi cerminan semangat keadilan dan
keberagaman yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum
Indonesia. Melalui putusan ini, MK mengukuhkan peran
dan tanggung jawabnya sebagai penjaga konstitusi serta
penegak prinsip-prinsip keadilan sosial bagi semua warga
negara, termasuk masyarakat adat yang sering kali menjadi
pihak rentan dalam sistem hukum yang dominan oleh
kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dengan demi-
kian, putusan ini tidak hanya menginspirasi perubahan
dalam perundang-undangan. Akan tetapi juga mengge-
rakkan kesadaran kolektif akan pentingnya menghormati
dan melindungi hak-hak adat sebagai bagian integral dari
identitas dan keberlangsungan hidup bangsa.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kesamaan
pandangan antara Undang-Undang Kehutanan dan
Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dalam menempatkan
hak asasi masyarakat hukum adat atas hutan adat dalam
konteks kategori hak asasi manusia. Kedua regulasi ini
menganggap hak-hak adat sebagai derogable rights, yang
berarti hak-hak tersebut dapat ditangguhkan atau dibatasi
dalam situasi tertentu yang dianggap melanggar perkem-
bangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Penempatan hak adat dalam
kategori ini menunjukkan penerapan prinsip relativisme
terhadap HAM atas hak-hak adat tersebut.

Hal ini menandakan bahwa asas kebebasan politik
masyarakat hukum adat untuk menentukan nasib sendiri,
seperti yang tercantum dalam instrumen HAM internasio-
nal tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia karena dianggap
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BAB XI

Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria

Orientasi Tata Ruang untuk Distribusi Kapital

Permasalahan dalam pembangunan yang terjadi saat ini sering kali muncul
karena pendekatan yang bersifat sektoral dalam perencanaan dan pelaksa-
naannya. Hal ini menyebabkan berbagai upaya yang dilakukan tidak selaras
dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang holistik.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan suatu pendekatan yang lebih terinte-
grasi antarsektor maupun antarwilayah. Salah satu solusi yang diusulkan
adalah penerapan sistem kerja terintegrasi pada tingkat perencanaan, yang
dikenal dengan istilah comprehensive planning.

Comprehensive planning merupakan pendekatan dalam perencanaan
pembangunan yang memperhitungkan semua kebutuhan, tujuan, dan
kepentingan dari berbagai sektor yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan
untuk menciptakan keselarasan antara kebijakan dan program yang dilak-
sanakan oleh berbagai pihak sehingga mampu meminimalisir konflik
dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan comprehensive
planning, diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara lebih efisien
dan berkelanjutan.

Salah satu keunggulan utama comprehensive planning adalah kemam-
puan untuk menyatukan visi dan strategi pembangunan yang lintas sektor.
Hal ini memungkinkan terciptanya sinergi di antara berbagai kebijakan
dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

127



128

secara menyeluruh. Selain itu, dengan melibatkan berba-
gai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan,
comprehensive planning juga dapat memastikan bahwa
kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat tecermin dalam
setiap kebijakan yang diambil.

Namun meskipun memiliki potensi besar dalam
meningkatkan efektivitas pembangunan, penerapan
comprehensive planning juga menghadapi berbagai
tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam meng-
oordinasikan berbagai kepentingan dan agenda dari berba-
gai sektor yang terlibat. Selain itu, dibutuhkan komitmen
yang kuat dari berbagai pihak untuk melaksanakan proses
perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan manfaat dari comprehensive
planning, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah perlu memfa-
silitasi proses perencanaan yang inklusif dan menyediakan
sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai
program yang telah disepakati. Sementara itu, masyara-
kat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengam-
bilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Adapun
sektor swasta berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan
program-program pembangunan, baik melalui investasi
maupun keterlibatan dalam program tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR).

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat di antara
berbagai pihak, comprehensive planning memiliki potensi
besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam menca-
pai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui
pendekatan ini, diharapkan semua pihak dapat bersinergi
untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi terwu-
judnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh.
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BAB XII

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
dalam Pembangunan

Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi
Masyarakat Hukum Adat

Reklamasi yang berasal dari bahasa Inggris yakni reclaim memiliki arti
memperbaiki atau memulihkan sesuatu yang rusak atau tidak terpakai.
Dalam konteks pengembangan reklamasi pantai dan perencanaan penga-
mannya, reklamasi pesisir pantai merujuk pada upaya untuk meningkatkan
manfaat sumber daya lahan yang sebelumnya tidak atau kurang berman-
faat menjadi lebih bermanfaat, terutama dari segi lingkungan, sosial, dan
ekonomi wilayah setempat.

Kegiatan reklamasi pantai tidak hanya berdampak pada luas wilayah
fisik, tetapi juga memiliki implikasi yang meluas terhadap lingkungan dan
aspek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan tanah.
Proses reklamasi sering kali menciptakan wilayah baru yang secara langsung
mempengaruhi hak dan kewajiban pemilik tanah serta hak penggunaan
wilayah oleh masyarakat setempat.

Dengan munculnya wilayah baru hasil reklamasi, timbul potensi masa-
lah yang kompleks antara pihak yang melakukan reklamasi dengan pihak
yang telah lama mengelola wilayah tersebut. Penting untuk memperhatikan
aspek regulasi dan izin dalam proses reklamasi karena dapat menimbulkan
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dualitas kepemilikan tanah antara pihak sebelum dan
sesudah reklamasi dilakukan. Penyelenggaraan yang baik
memerlukan penetapan ketentuan yang mengikat semua
pihak terkait, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip
yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) dan kesepakatan ganti rugi yang adil sesuai dengan
regulasi dan kesepakatan yang berlaku.

Jika proses reklamasi dilakukan pada tanah milik
masyarakat adat, maka seharusnya telah ada kesepakatan
yang jelas antara pihak masyarakat adat setempat dengan
penguasa adat; termasuk kesepakatan mengenai ganti
rugi yang memadai sesuai dengan nilai dan kepentingan
masyarakat adat yang terdampak. Dengan memperhatikan
aspek-aspek tersebut, diharapkan proses reklamasi pantai
dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan,
dengan meminimalkan potensi konflik dan memastikan
keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam pedoman pengembangan reklamasi pantai dan
perencanaan pengamannya tahun 2004, ditegaskan bahwa
reklamasi pantai harus dilakukan dengan mempertimbang-
kan berbagai aspek, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan
ekonomi. Dalam hal lingkungan, reklamasi pantai harus
memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem pesisir
termasuk keberlanjutan sumber daya alam dan konservasi
lingkungan. Upaya reklamasi juga harus memperhatikan
aspek sosial, seperti dampaknya terhadap masyarakat lokal,
termasuk hak-hak mereka, kesempatan kerja, dan pening-
katan kesejahteraan. Selain itu dari segi ekonomi, reklamasi
pantai diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
terhadap perkembangan ekonomi wilayah setempat mela-
lui peningkatan pemanfaatan lahan dan potensi ekonomi
lainnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, rekla-
masi pesisir pantai diharapkan dapat menjadi solusi yang
berkelanjutan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan
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